PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

Menimbang

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
bahwa pengelolaan dan | pemanfaatan retribusi
daerah yang tertib, teratur, transparan, dan
efisien akan mewujudkan masyarakat yang
sejahtera dan berkeadilan;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Brebes
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Brebes Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011
tentang Retribusi Daeralh, perlu disesuaikan

dengan kebijakan otonomi daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
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Mengingat

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf d serta hasil pembicaraan
dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal
12 Oktober 2020 maka perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Brebes.

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Metrologi Legal (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3193);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,
Tambahan Lembaran, Negara Republik
Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 42,



10.

11.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4433) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Norn‘or 5073);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



14.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 4725);

15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

16.

17.

18.

19.

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5023);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 388, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Norﬁor 5619);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nompr 5049);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan



20.

21.

22.

23.

24.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaiman telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 5256);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran



25.

26.

27,

28.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977
tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 3102);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983
tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang
Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3329);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaraﬁ Negara  Republik
Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985
tentang Wajib dan Pembebanan untuk Ditera
dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat
Bagi Alat-Alat Ukur Takar, Timbang dan
Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3283);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987
tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1987 Nomor .9, Tambahan



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1987
tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah
Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989
tentang Standar Nasional untuk Satuan
Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996
tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002
tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100,
Tambahan Lembarah Negara  Republik
Indonesia Nomor 4230);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 201,
Tambahan Lembaran‘ Negara  Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

(Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun



38.

39.

40.

41.

42.

43.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010
tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di
Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman
Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5116);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5217);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011
tentang Rencana Ihduk Kepariwisataan
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5262);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012
tentang Kendaraan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5317);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan dan Penindakan
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

S1.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
dan Perpanjangan ljin Memperjakan Tenaga
Kerja Asing (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 216);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
92);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik
Indonesia No.34 Tahun. 2018 tentang Ijin dan
Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk
Pengembangan Kepariwisataan Jawa Tengah;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
I Brebes Nomor 11 Tahun 1987 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Brebes Tahun‘ 1988 seri D Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor
10 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor



Menetapkan

KESATU
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KETIGA

52.

33.

54.

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6
Tahun 2013 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Daerah
Kabupaten Brebes;

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Keolahragaan,

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor
13 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019 -
2039;

MEMUTUSKAN

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Brebes tentang Retribusi Daerah
sebagaimana tercantum pada lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keputusan ini.

Dengan ditetapkannya keputusan ini, Panitia
Khusus 8 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Brebes, tidak dibubarkan sampai
dengan Penyempurnaan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Brebes tentang Retribusi

Daerah Hasil Evaluasi Gubernur selesai.

Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati
Brebes untuk dapat ditindaklanjuti

sebagaimana mestinya. .



KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 12 Oktober 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Tembusan:

1.

ooe @

Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

Bupati Brebes;

Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;

Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.





